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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah 

disampaikan, maka dapat kita ambil kesimpulan, dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 RI Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Haji dibentuk dalam rangka 

melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 51 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Haji. Bahwasanya dalam pelaksanaan peraturan 

pemerintah tersebut, penerimaan dana haji bersumber dari 

setoran BPIH pada BPS-BPIH yang dilakukan melalui akad 

waakalah,  dan nilai manfaat dapat diperoleh dari hasil 

pengembangan Keuangan Haji, melalui penempatan dan/atau 

investasi, termasuk dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji 

yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional 

penyelenggaraan ibadah haji, dan juga dari Dana Abadi Umat 

(DAU). Sedangkan, pengeluaran dana haji digunakan untuk 

penyelenggaraan ibadah haji, termasuk operasional BPKH, 

penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji, pembayaran nilai 

manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, untuk kegiatan 

kemaslahatan umat Islam. Dan Pengelolaan dana haji untuk 

investasi dilakukan oleh BPKH tidak dilakukan secara langsung 

untuk investasi, melainkan ditempatkan melalui instrumen SBSN 

(Surat Berharga Syariah Negara) termasuk Sukuk Dana Haji 

Indonesia (SDHI). Sehingga dalam prakteknya telah sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 

RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 

Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.  
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2. Bentuk pertanggungjawaban BPKH dalam menginvestasikan 

dana haji mengalami kerugian sebagai akibat dari 

kesalahan/kelalaian dalam pengelolaannya, sesuai dengan Pasal 

53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Haji, maka anggota badan pelaksana dan anggota 

dewan pengawas bertanggung jawab secara langsung terhadap 

kerugian tersebut secara keseluruhan. Adapun Faktor pendukung 

terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 

2018 RIadalah, adanya payung hukum yang dapat memberikan 

kepastian hukum dan kemanfaatan dalam penempatan dan 

pengelolaan dana haji bagi calon Jemaah haji. Faktor pendukung 

lainnya adalah adanya kewenangan absolut yang dimiliki BPKH 

untuk menempatkan dan mengelola dana haji, serta tersedianya 

instrumen investasi yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan 

yang menjadi faktor penghambat  terhadap pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 RI adalah adanya keterbatasan 

penempatan dana haji di Bank Syariah yang selama ini hanya 

diposisikan sebagai dana hasil. Faktor penghambat lainnya 

adalah kurangnya dukungan pemerintah untuk dapat 

memprioritaskan operasional penempatan penerbitan sukuk ke 

bank syariah, dan masih minimnya kualitas SDM bank syariah. 

 

B. Saran-Saran 

Dari hasil kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Penempatan dan pengelolaan dana haji oleh BPKH perlu diawasi 

secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan 

melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak 

terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dana haji. 

 

2. Memerintah perlu mensosialisasikan instrumen-instrumen 

investasi berbasis syariah dan mekanisme penempatan dan 

penggunaan dana haji untuk investasi kepada masyarakat, agar 

masyarakat dapat memahami aturan mainnya, dan dapat 

dipublikasikan penggunaan dana haji secara transparan dan 
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akuntabel agar tidak terjadi polemik yang berkepenjangan. Dan 

perlu diberikan kebijakan penerbitan instrumen investasi yang 

tidak hanya terbatas pada deposito berjangka kepada Bank Syariah 

agar Bank Syariah di Indonesia dapat lebih berkembang.  

 

3. Bagi pihak yang tertarik dengan penelitian ini, maka untuk 

penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode 

penelitian lapangan, tidak sebatas penelitian normatif agar dapat 

diketahui secara detail penggunaan dana haji yang digunakan 

untuk kepentingan umat Islam di Indonesia. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

A. Identitas Diri 

Nama  : Alan Putra Muda. 

Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Abang Sekayu MUBA, 20 April 1993 

NIM  : 1701012005 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Alamat Rumah : Perumnas Talang Kelapa Blok VI No. 35 Rt. 41  

Rw. 09 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan 

Alang-Alang Lebar 

Agama  : Islam 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Status   : Belum Menikah 

Tinggi  : 154 cm 

Berat Badan : 57 kg 

No. Telp/HP/WA : 0822 7853 3835 

Email  : alanpatra30@gmail.com 

 

B. Nama Orang Tua 

1. Ayah  : Selamat Baha’udin 

2. Ibu  : Emy Atika 

 

C. Riwayat Pendidikan 

1. SDN Desa Tanah Abang Sekayu MUBA, Dari tahun 1998 sampai 

2004. 

2. SLTP Desa Tanah Abang Sekayu MUBA, Dari tahun 2004 sampai 

2005. 

3. MTS-MA Pon-pes AR-RIYADH Palembang, Dari tahun 2005 

sampai 2010. 

4. S1 Universitas AL-AHGAF Tarim hadramaut yaman selatan, Dari 

tahun 2011 sampai 2016. 

5. S2 Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang Dari tahun 

2017 S/d 2019. 
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D.  Pengalaman Organisasi : 

1. Anggota Da’wah pon-pes AR-RIYADH. 

2. Ketua Da’wah pon-pes AR-RIYADH. 

3. Ketua Organisasi AKBAR (Aliansi Keluarga Besar Ar-riyadh). 

4. Ketua OPISI (Organisasi Penuntut Ilmu Sumatera Indonesia) Di 

Yaman. 

5. Anggota Pendidikan di Al-Wafa’ Bi’ahdillah. 

6. Anggota JSI (Jaringan Santri Indoneia)  

 

Palembang,       Agustus 2019 

 

 

 

 

Alan Putra Muda 

 

 

 

 

 

 

 


